
“Salah satu inovasi kali ini

ialah merubah tarif PBB dan

range nilai jual objek pajak

(NJOP) sesuai perda yang

baru yakni Perda 10/2020.

Pengubahan tersebut tentu

diharapkan dapat meringan-

kan masyarakat selaku wajib

pajak, guna membayar PBB

yang lebih adil,” tandas

Walikota Yogya Haryadi

Suyuti, di sela simbolisasi dis-

tribusi SPPT PBB 2021 di

Balaikota, Kamis (28/1).

Menurut Haryadi, pemba-

yaran pajak termasuk PBB

merupakan representasi ma-

syarakat dalam hal pemba-

ngunan. Sehingga pajak ja-

ngan dianggap sebagai ben-

tuk iuran untuk dibayarkan

kepada negara melainkan

kewajiban yang harus ditu-

naikan dan dihitung sesuai

aturan baku. Apalagi SPPT

PBB tahun ini sudah di-

rekronstuksi agar meringan-

kan wajib pajak. Bagi yang

masih merasa keberatan

pun tetap diberikan peluang

untuk mengajukan ke-

ringanan. Oleh karena itu,

kendati PBB ada batas jatuh

tempo setiap 30 September,

namun wajib pajak diimbau

membayar lebih awal. 

“Pungutan PBB ada perhi-

tungannya, terutama me-

nyangkut luasan objek pajak

dan lokasinya. Misal ada la-

han luas di tengah kota na-

mun tidak produktif, pajak-

nya bisa saja tinggi. Makanya

kami dorong agar setiap la-

han bisa produktif, baik milik

pemerintah maupun perso-

nal,” tandasnya.

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Yogya Wase-

sa, menuturkan target PBB

tahun ini ditetapkan sebesar

Rp 86 miliar. Dirinya meng-

apresiasi kepatuhan wajib

pajak karena tahun lalu real-

isasinya mencapai 117 persen

dari target. Yakni Rp 96,5 mi-

liar sementara target tahun

lalu Rp 82,5 miliar.

Berdasarkan mekanisme

perhitungan tarif PBB de-

ngan perda baru, mayoritas

wajib pajak ketetapannya

mengalami penurunan. Dari

95.782 lembar SPPT, terda-

pat sekitar 80.000 wajib pajak

yang nilai ketetapannya

sama atau turun. 

“Tarif tertinggi penentuan

PBB ialah 0,3 persen. Pada

perda sebelumnya, yang dike-

nai tarif 0,3 persen ialah

NJOP di atas Rp 5 miliar.

Tetapi pada perda yang baru,

tarif 0,3 persen hanya untuk

NJOP di atas Rp 50 miliar,”

urainya.

Ditargetkan, distribusi

SPPT PBB sudah bisa ditun-

taskan hingga 31 Maret 2021.

Kanal pembayaran saat ini

juga semakin luas. Selain

loket khusus di kompleks

Balaikota juga bisa dilakukan

di Bank BPD DIY, Bank BNI,

Bank BRI, Bank Jogja,

Kantor Pos, Laku Pandai dari

OJK, maupun melalui Gopay,

LinkAja, dan Tokopedia.

Sementara Kepala Bank

BPD DIY Cabang Senopati

Sumarno, mengaku sedikit-

nya ada 200 kantor kas BPD

di DIY, belum termasuk ATM

yang tersebar hingga tingkat

wilayah. Dirinya bahkan

mengimbau wajib pajak

membayarkan PBB melalui

kanal online untuk menghin-

dari tatap muka. “Sekarang

sudah cukup mudah. Selain

melalui ATM juga bisa lewat

BPD DIY Mobile. Kami juga

akan mendukung layanan

jemput bola di wilayah de-

ngan menerapkan protokol,”

tandasnya.                       (Dhi)-f
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Simbolisasi penyerahan SPPT PBB Kota Yogya 2021 kepada perwakilan kelurahan.

Sekolah Perlu Perhatikan ’Learning Loss’OVER LOADING DAN OVER DIMENSI

Membahayakan Keselamatan Pengendara

MANAJEMEN VIRTUAL PERLU PENGAWASAN

Moratorium Pendirian Hotel Baru Kembali Diperpanjang

YOGYA (KR) - Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Kota Yogya tahun 2021 mulai didis-
tribusikan ke wajib pajak. Nilai ketetapan pajak sudah disesuaikan de-
ngan perda yang baru sehingga memberikan rasa adil serta me-
ringankan wajib pajak.

YOGYA (KR) - Spesifikasi fisik (body)

kendaraan bermotor (roda dua dan roda em-

pat) yang menyalahi ketentuan dalam UU

No 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, akan di-

lakukan penertiban dan penindakan. Hal

itu sebagai upaya penegakan hukum

(gakkum) bidang lalu lintas, sekaligus

melindungi pengguna jalan agar tidak men-

jadi korban kecelakaan lalu lintas (laka lan-

tas).

Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda

DIY Kombes Pol Iwan Saktiadi SIK MH

MSi didampingi Kasubdit Gakkum AKBP

Edy Bagus Sumantri SIK, Kamis (28/1)

menyampaikan saat ini sedang dikaji upaya penegakan

hukum (gakkum) bidang lalu lintas. Kajian dilakukan bersama

instansi lain, yakni Satlantas jajaran Polda DIY, Dinas

Perhubungan, dan Kejaksaan mengenai ‘Ketentuan Pidana

Pelanggaran dan Kejahatan Lalu Lintas’, salah satunya ten-

tang over loading dan over dimensi.

Over loading merupakan kondisi kendaraan bermotor yang

kelebihan pada beban, pembebanan barang yang diangkut.

“Pelanggaran tindak pidana ini dikenai pasal 307 UU No 2009

tentang LLAJ,” jelas Iwan Saktiadi. Diperinci, setiap pengemu-

di kendaraan angkutan umum (barang) yang tidak mematuhi

ketentuan tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi

kendaraan dalam pasal 169 ayat (1) bisa dipidana kurungan

paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

Dalam hal ini subjek pelaku adalah pengemudi kendaraan.

Sedangkan over dimensi merupakan kelebihan pada ukuran

(panjang, lebar, tinggi, luas, dan sebagainya) fisik kendaraan.

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 277 UU No 2009 tentang

LLAJ.  Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor,

kereta gandengan, kereta tempelan, dan

kendaraan khusus yang tidak memenuhi

kewajiban uji tipe bisa dipidana penjara pa-

ling lama satu tahun atau denda paling

banyak Rp 24 juta.

Mengenai pelanggaran spesifikasi fisik

(body) kendaraan angkutan, Iwan Saktiadi

mengungkapkan pemilik kendaraan bisa

dikenai sanksi. Demikian pula, bengkel

atau karoseri yang ‘melayani’pesanan body

yang menyalahi aturan, bisa juga dijerat de-

ngan UU 277 UU No 2009 tentang LLAJ. 

Terpisah, Kasat Lantas Polres Bantul

Polda DIY AKP Amin Ruwito SE SIK di-

dampingi Kanit Laka Iptu Maryana SH, Kamis (28/1)

menyampaikan pihaknya siap untuk melakukan penertiban

sekaligus memberi sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar

over loading dan over dimensi. Over loading bisa menyebabkan

kerusakan pada sarana dan prasarana jalan, karena muatan

yang berlebihan. Jalan yang seharusnya diperuntukkan untuk

beban tertentu jika muatannya berlebih, bisa menyebabkan

kerusakan.

Sedangkan over dimensi berpotensi terjadinya kecelakaan

lalu lintas (laka lantas). Salah satu pemicunya spesikasi body

kendaraan (terutama roda empat) yang tidak sesuai ketentu-

an. Semisal, bak truk yang ukuran lebar dan panjangnya di-

tambah dengan pertimbangan agar muatan bisa lebih banyak.

Kondisi itu sangat mempengaruhi ketika truk menyalip

kendaraan lain, yakni ketika ‘menyenggol’ tidak terasa.

Akibatnya kendaraan lain yang disalip bisa oleng atau bahkan

jatuh. Amin Ruwito menyampaikan prinsipnya pihaknya

mengacu pada kebijakan Dirlantas Polda DIY dalam menerap-

kan aturan over loading dan over dimensi.                          (Hrd)-f

YOGYA (KR) - Untuk kesekian

kalinya Pemkot Yogya kembali memper-

panjang kebijakan moratorium pendirian

hotel baru. Melalui Perwal 150/2020,

Pemkot Yogya tidak akan memberikan

izin mendirikan bangunan (IMB) untuk

pembangunan hotel baru sampai 31

Desember 2021.

Walikota Yogya Haryadi Suyuti, meng-

aku perpanjangan moratorium pendirian

hotel baru tersebut didasarkan pada kon-

disi ekonomi sosial saat ini. “Masih seper-

ti yang dulu dan kita perpanjang lagi.

Misal tidak diperpanjang, pasti orang ju-

ga akan menahan dulu karena kon-

disinya seperti ini. Tapi saya minta ada

perpanjangan lagi dengan tetap menge-

cualikan bintang empat dan lima,”

urainya, Kamis (28/1).

Moratorium pendirian hotel baru sebe-

narnya sudah diberlakukan sejak tahun

2014 silam. Namun hingga 31 Desember

2013 terdapat 104 berkas pengajuan

yang harus diproses Pemkot. Kemudian

mulai tahun 2018 kebijakan pengenda-

lian hotel direvisi. Moratorium hanya

diberlakukan bagi hotel bintang tiga ke

bawah. Sehingga pendirian hotel bintang

empat dan lima tetap diperbolehkan.

Begitu pula akomodasi skala kecil seperti

homestay, guest house, pondok wisata,

penginapan dan sebagainya, bisa diaju-

kan. Hanya syarat yang harus dipenuhi

juga tidak mudah.

“Kita jaga iklim industri pariwisata

agar kondusif. Tapi lagi-lagi kondisi saat

ini sedang tidak berpihak. Dari pada

membangun, investor mungkin berke-

inginan membeli hotel yang sedang di-

jual,” imbuh Haryadi.

Sementara Wakil Ketua Komisi B

DPRD Kota Yogya Oleg Yohan, menilai

perpanjangan moratorium hotel baru su-

dah cukup tepat. Kebijakan moratorium

justru untuk melindungi industri per-

hotelan yang saat ini sudah ada.

Mengingat jumlahnya sudah sangat me-

rata sehingga rentan menimbulkan per-

saingan yang kurang sehat.

Oleg justru menyoroti berkembangnya

manajemen virtual hotel yang mendesak

untuk ditertibkan. Pengawasan ter-

hadap manajemen virtual hotel itu pun

harus menyasar hingga operatornya. Hal

ini karena bangunan yang dimanfaatkan

sebagai akomodasi banyak yang

menyalahi aturan. 

“Misalnya itu rumah-rumah milik pen-

duduk yang ada di kampung-kampung.

Izinnya kan tempat tinggal tapi

fungsinya hotel karena dijual oleh mana-

jemen virtual itu. Yang semacam ini su-

dah menjamur dan seharusnya ditert-

ibkan,” tegasnya.

Keberadaan manajemen virtual di-

anggap Oleg menjadi ancaman bagi ke-

berlangsungan hotel yang sudah jelas

mengantongi izin. Apalagi operator ma-

najemen virtual ditengarai tidak mem-

bayarkan pajaknya ke daerah serta ti-

dak menjamin rasa aman di tengah pan-

demi. Berbeda dengan hotel berizin

yang memiliki protokol kesehatan se-

cara ketat karena diverifikasi oleh gugus

tugas.            (Dhi)-f

YOGYA(KR) - Situasi pandemi dan penye-

baran Covid-19 yang semakin tinggi di wilayah

Indonesia khususnya Jawa dan Bali, meng-

haruskan diterapkannya Pengetatan secara

Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM). Hal

ini berdampak pada belum dimungkinkannya

pembelajaran tatap muka diberlakukan di

sekolah. 

Walaupun ada beberapa wilayah di Jawa

yang berani untuk menerapkan pembelajaran

tatap muka, akan tetapi untuk wilayah DIY,

Gubernur melalui Disdikpora DIY belum

mengijinkan untuk diberlakukan pembela-

jaran tatap muka. Karena keselamatan dan

kesehatan siswa lebih utama dan pertama. 

Persoalan yang dikhawatirkan pemerintah

pusat dalam hal ini Kemendikbud, yaitu belum

bisa dilaksanakannya pembelajaran tatap mu-

ka (PTM) dan tetap menjalankan pembela-

jaran jarak jauh adalah terjadi ‘learning loss’.

Yaitu ditandai dengan tidak berkembangnya

kompetensi pengetahuan, karakter maupun

keterampilan siswa di semua jenjang sekolah. 

“Learning loss yang dikhawatirkan

Kemendikbud, perlu menjadi perhatian seko-

lah, sehingga perlu dilakukan antisipasi.

Langkah strategis yang bisa dilakukan, seko-

lah harus terus mengembangkan kapasitas

siswa dan guru. Dengan begitu mampu meng-

optimalkan pembelajaran melalui daring dan

luring (blended learning), dan juga para guru

perlu menyiapkan materi pembelajaran beru-

pa modul,” kata Kepala Biro Organisasi dan

Kaderisasi PGRI DIY sekaligus Kepala

Dikmen Kulonprogo, Rudy Prakanto MEng di

Yogyakarta, Kamis (28/1).

Rudy mengatakan, pembelajaran jarak jauh

yang dilakukan lebih baik difokuskan pada

topik/ tema dan keterampilan yang esensial

dan berguna bagi siswa serta bermakna untuk

masa depan. Baik yang berkaitan untuk

melanjutkan studi maupun memasuki dunia

kerja. Untuk itu sekolah perlu melakukan

penyederhanaan kurikulum disesuaikan de-

ngan kebutuhan siswa dan berorientasi ke

masa depan.  “Guru dalam pembelajaran jarak

jauh sangat perlu menekankan pada belajar

mendalam (deep learning). Dengan model

tersebut siswa akan mampu mengambil man-

faat dari apa yang telah dipelajari dalam satu

situasi, dan mampu menerapkannya pada

situasi baru,” terangnya.

Ditambahkan, penerapan pembelajaran

berbasis project, dalam proses PJJ akan men-

jadikan siswa bergairah, senang dan mem-

peroleh kepintaran dalam bidang disiplin atau

subjek yang melampaui dari sekadar hafal ten-

tang fakta atau prosedur.                             (Ria)-f

MAN 1 Yogya Sosialisasikan SNPDB MANPK 2021

YOGYA (KR) - Untuk

memberi layanan informasi

yang lengkap, MAN 1 Yogya-

karta menggelar sosialisasi

Seleksi Nasional Peserta

Didik Baru (SNPDB) Madra-

sah Aliyah Negeri Program

Keagamaan (MANPK)

tahun pelajaran 2021/2022. 

Kegiatan tersebut meng-

hadirkan Kakanwil

Kemenag DIY Drs H Edhi

Gunawan MPdI dan Kasi

Kurikulum dan Kesiswaan

Hj Anita Isdarmini SPd

MHum serta seluruh Kepala

Madrasah Tsanawiyah

(MTs) se-DIY di aula sekolah

setempat, Rabu (27/1).

Melalui sosialisasi ini,

Kepala MAN 1 Yogyakarta

Drs H Wiranto Prasetyahadi

MPd berharap agar siswa

berprestasi dari Madrasah

Tsanawiyah dapat berpartisi-

pasi mendaftarkan diri pada

SNPDB MANPK Tahun

Pelajaran 2021/2022 ini.

Sementara Kakanwil

Kemenag DIY Drs H Edhi

Gunawan MPdI menje-

laskan, Kementerian Agama

memiliki Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) unggulan na-

sional, yaitu MAN Insan

Cendekia (MAN IC) se-

banyak 23 madrasah, Ma-

drasah Aliyah Negeri

Program Keagamaan (MAN

PK) sejumlah 10 madrasah

dan Madrasah Aliyah Keju-

ruan Negeri (MAKN) se-

banyak dua madrasah.

“MAN PK yang ada di

MAN 1 Yogyakarta meru-

pakan revitalisasi penyeleng-

garaan Madrasah Aliyah

Program Khusus (MAPK)

yang pernah diprakarsai

Menteri Agama Munawir

Sjadzali pada akhir 1987 si-

lam,” Kata Edhi.

Koordinator Keagamaan

MAN 1 Yogyakarta Suyanto

MPd menuturkan, salah

satu indikasi keberhasilan

suatu lembaga pendidikan

adalah kesuksesan alumnus-

nya akan tampak, kurang

lebih dalam waktu 20 tahun.

Menurutnya banyak

Alumni MAN PK jilid perta-

ma telah membuktikan hal

tersebut. Diantara mereka

yang saat ini menduduki pe-

ran penting di masyarakat

luas, baik pemerintahan

maupun swasta. (Feb)-f
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